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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayah‐

Nya kepada kita semua sehingga dapat terlaksana kegiatan Forum Konsultasi Publik 

berupa Diskusi Grup Terfokus (Focused Group Discussion) Urgensinya Pembentukan 

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang diselenggarakan 

oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat.  

 

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berupa Diskusi Grup Terfokus (Focused 

Group Discussion) Urgensinya Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten 

Kotawaringin Barat dalam rangka menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pelayanan 

Publik atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor : B/49/PP.05/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Tindak Lanjut Surat Usulan 

Pembentukan MPP Tahun 2022 atas persetujuan Surat Bupati Kotawaringin Barat 

Nomor : 500/233/DPMPTSP.B. tanggal  21 Pebruari 2022. Perihal Permohonan 

Persetujuan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin 

Barat. 

 

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun 

sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. 

peran  serta  masyarakat  dalam  kegiatan  penyelenggaraan  pelayanan publik 

diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat,  

serta  peran  aktif  dalam  penyusunan  kebijakan  pelayanan publik yang dimulai sejak 

penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan.  dalam  rangka  

pelaksanaan  partisipasi  masyarakat  tersebut, perlu adanya koordinasi antara 

pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna 

layanan 
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A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang  

 Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 

dilakukan penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat 

merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan 

tuntutan seluruh warga kabupaten Kotawaringin Barat tentang peningkatan 

pelayanan publik perizinan. Pelayanan publik berdasarkan Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

didefinisikan sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik” Lebih lanjut lagi, salah satu hal yang 

dibahas dalam UU 25/2009 adalah perihal peran serta masyarakat. Peran 

serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak 

penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian 

penghargaan. Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja 

sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam 

penyusunan kebijakan pelayanan publik. Kemudian, mengenai 

pelaksanaannya secara khusus diatur juga dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib 

mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang 

adil, transparan, dan akuntabel Lebih rinci lagi, pengikutsertaan masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses 

penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi:  

a)  penyusunan kebijakan pelayanan publik;  

b)  penyusunan standar pelayanan;  

c)  pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan  

d)  pemberian penghargaan.  
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Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat 

dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, 

perwakilan kelompok pemerhati maupun perwakilan badan hukum yang 

mempunyai kepedulian terhadap pelayanan publik.  

Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

sebagaimana disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, 

dan/atau pengaduan kepada Penyelenggara dan atasan langsung 

penyelenggara pelayanan publik serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau melalui media massa. Penyelenggara 

pelayanan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau 

pengaduan.  

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2023 ini telah 

melakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik berupa Diskusi Grup Terfokus 

(Focused Group Discussion) Urgensinya Pembentukan dan Pembangunan 

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat sebagai tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Pelayanan 

Publik atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor : B/49/PP.05/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Tindak 

Lanjut Surat Usulan Pembentukan MPP Tahun 2022 atas persetujuan Surat 

Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 500/233/DPMPTSP.B. tanggal  21 Pebruari 

2022. Perihal Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Mal Pelayanan 

Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang memerintahkan untuk 

dilengkapi dokumen Forum Konsultasi Publik. 

 

 2.  Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan FKP  

Tujuan pelaksanaan FKP adalah agar terpenuhinya dokumen Kajian 

Urgensinya Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten 

Kotawaringin Barat.  
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Penyelenggara Pelayanan dan Masyarakat memperoleh pemahaman yang 

sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan 

rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh 

penyelenggara pelayanan, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian, agar masyarakat 

diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran 

kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku 

pengguna layanan. 

 

3.  Ruang Lingkup  

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan publik difokuskan pada pelaksanaan Diskusi 

Grup Terfokus (Focused Group Discussion) Urgensinya Pembentukan dan 

Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat 

pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN  FKP. 

 

1. Waktu dan tempat pelaksanaan. 

Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan kebijakan penyelenggaraan 

pelayanan publik difokuskan pada pelaksanaan Diskusi Grup Terfokus 

(Focused Group Discussion) Urgensinya Pebentukan dan Pembangunan Mal 

Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2023 Ini, dilaksanakan pada Hari  Senin Tanggal    

20 Maret 2023,  Bertempat di Hall/Ball Room Hotel Brits Pangkalan Bun Jalan 

A. Yani KM. 2 Pangkalan Bun. 
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2. Penyelenggara dan Peserta. 

 a.  Penyelenggara. 

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan publik difokuskan pada pelaksanaan Diskusi 

Grup Terfokus (Focused Group Discussion) Urgensinya Pebentukan dan 

Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin 

Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

Kotawaringin Barat Nomor : 800/37/DPMPTSP.B/2022 tanggal 3 

November 2022 tentang Penetapan Penyelenggara Forum Konsultasi 

Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

 b.  Peserta. 

Peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan publik difokuskan pada pelaksanaan Diskusi 

Grup Terfokus (Focused Group Discussion) Urgensinya Pebentukan dan 

Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin 

Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang diundang berjumlah 50 (lima puluh) 

peserta terdiri dari : 

 

1) Unsur Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di wakili oleh Ketua 

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Kotawaringin Barat 

dan Wakil Ketua MUI Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

2) Unsur Akademisi diwakili oleh Wakil Rektor Universitas Anta Kusuma 

(UNTAMA) Pangkalan Bun. 

 

3) Unsur Pelaku Usaha diwakili oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Ketua 

Gabungan Pengusaha Konstruksi (GAPENSI) Kabupaten 

Kotawaringin Barat serta Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 

(HIPMI) Kabupaten Kotawaringin Barat. 
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4) Unsur Praktisi/ Ahli diwakili oleh Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) 

Kabupaten Kotawaringin Barat dan Ketua Majelis Kehormatan Notaris 

Indonesia (INI) Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

5) Unsur Profesi diwakili oleh Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 

Kabupaten Kotawaringin Barat dan Sekretaris Persatuan 

Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Kotawaringin Barat 

serta Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Kotawaringin 

Barat. 

 

6) Unsur Media Massa diwakili oleh Harian Radar Sampit dan Pimpinan 

SBTV Pangkalan Bun 

 

7) Unsur Organisasi Masyarakat Sipil diwakili oleh Ketua LSM Yayorin 

Pangkalan Bun dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

8)  Satuan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat yang melakukan pelayanan Publik. 

 

9) Instansi Vertikal/ unit kerja, BUMN/BUMD yang berada dan beroperasi 

wilayah kerjanya di Kabupaten Kotawaringin Barat yang melakukan 

pelayanan Publik. 

 

10) Ombusman Perwakilan Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

 

11) Unsur Pengawas Internal dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin 

Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat, Bagian Organisasi Setda Kab. Kobar beserta 

Kasubag Pelayanan Publik dan  Bagian Hukum Setda Kab. Kobar 
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3 Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dilakukan dengan methode tatap 

muka dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik 

difokuskan pada pelaksanaan Diskusi Grup Terfokus (Focused Group 

Discussion) Urgensinya Pebentukan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik 

(MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

4.  Susunan Acara FKP 

a. Register Peserta Forum Konsultasi Publik. 

b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

c. Pembacaa Do’a oleh Pegawai dari Kantor Kementeria Agama Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

d. Laporan Ketua Panitia Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

e. Pembukaan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Plt. Sekretaris Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat mewakili Penjabat Bupati Kotawaringin 

Barat 

f. Pemaparan Forum Konsultasi Publik dan Standar Pelayanan olehBapak  

Taufiq  Hidayanto  Setiawan,  S.E.,  M.Pub.Admin(Pol)  Analis  Kebijakan 

Madya  Asisten  Deputi  Standarisasi  Pelayanan  Publik  Dan  Pelayanan  

Inklusif  Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan  

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 

g. Diskusi Tanya jawab Pembahasan Urgensinya Pembentukan dan 

Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin 

Barat dipandu Bapak Ir. H. Kamaludin, M.Si. Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. 

e. Kesimpulan FKP melalui FGD Urgensinya Pembentukan dan 

Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin 

Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 
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i. Penandatangan Berita Acara Forum Konsultasi Publik melalui Diskusi 

Grup Terfokus (Focused Group Discussion) Urgensinya Pembentukan dan 

Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin 

Barat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

j. Penutupan. 

 

C.  HASIL PELAKSANAAN  FKP. 

 

1. Masalah 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat perlu 

memfasilitasi pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku usaha yang 

dilakukan Instansi/unit kerja/ BUMN/BUMD dalam satu tempat untuk 

memudahkan dan mempercepat layanan dalam satu layanan yang terintegrasi 

dalam data tunggal yang dapat dimanfaatkan bersama-sama. 

 

2. Analisis 

Perlunya kesepakatan bersama dalam mewujudkan kemudahan pelayanan 

publik melalui kebijakan pelayanan satu atas dan pelayanan satu pintu yang 

dilakukan oleh Instansi Pusat dan Daerah serta BUMN/BUMD, maka 

keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat 

sebagai jawaban dan solusi dalam memberikan kemudahan, transparansi 

dan pencegahan KKN dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

3. Hasil Konfirmasi dengan Instansi/Unit Kerja yang bersedia melakukan 

pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP)  Kabupaten Kotawaringin Barat 
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Daftar Instansi/ Unit Kerja antara lain : 

1. PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB 

1. Layanan Informasi  : 

  - Konsultasi /Advis Hukum 

  - Informasi Pembuatan Surat Keterangan Melalui 
Aplikasi Era Terang 

  -  Informasi Pendaftaran Perkara melalui E-Court 

  -  Informasi Proses Persidangan melalui E-Court 

  - Permohonan Informasi Publik sebagaimana SK KMA 
No.2-144/SK/VIII/2022 

2. Layanan Era terang : 

  -  Pembuatan Akun pada Aplikasi Era Terang untuk 
Pembuatan Surat Keterangan 

  - Pengiputan data Pemohon pada Aplikasi Era Terang 

3. Layanan E-Court     :  

  -  Pembuatan Akun E-Court Pengguna Lain 

  - Pendaftaran perkara melalui  E-Court bagi  
Pengguna Lain 

 

2. KEJAKSAAN  NEGERI KOTAWARINGIN BARAT 

1. Layanan E-Tilang 

2. Layanan Cek Status Penanganan Perkara 

3. Layanan Pengembalian Barang Bukti 

4. Pelayanan Hukum Gratis 

5. Laporan Pengaduan Masyarakat 

 

3. KEPOLISIAN RESORT KOTAWARINGIN BARAT 

1. Pelayanan Penerbitan SIM. 

2. Pelayanan Penerbitan SKCK. 

3. Sidik Jari/ Rekomendasi. 

4. Pelayanan SPKT. 
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4. KANTOR  PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN BUN 

1. Konsultasi Perpajakan  

2. Pelaporan SPT Tahunan 

3. Pembuatan Billing Pajak 

4. Pendaftaran NPWP 

5. Penghapusan NPWP 

6. Perubahan data WP dan/atau PKP 

7. Permohonan WP Non Efektif 

8. Pengaktifan kembali WP Non Efektif 

9. Aktifasi EFIN 

10. Permohonan Pencabutan PKP 

11. Permohonan pemindahbukuan 

12. Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan 
dari Penghasilan Has Atas Tanah dan/atau Bangunan 

 

5. KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  (BPN)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

1. Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah  

2. Pelayanan Informasi Pertanahan Pengecekan Sertipikat SKPT  

3. Layanan Penghapusan Hak Tangguan (ROYA) Layanan Penghapusan 
Catatan BPHTB terhutang  

4. Layanan Perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik luasan ≤ 600 m2  

5. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan PKKPR berusaha Luasan ≥1 Ha 
s/d 500 Ha  

6. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan PKKPR Non berusaha Luasan ≤1 
Ha 

 

6. KANTOR IMIGRASI SAMPIT / UNIT KERJA KANTOR PANGKALAN BUN 

1. Paspor Baru 

2. Paspor Penggantian Habis Berlaku 

 

7. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 

1. Informasi Kegiatan Kepabeanan dan Cukai.  

2. Informasi Regristrasi IMEI. 

3. Informasi Impor Sementara Kapal Wisata Asing. 

4. Klinik Export. 
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8. KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

1. Layanan Informasi dan Konsultasi Haji dan Umroh. 

2. Layanan Pengukuran Arah Kiblat Masjid/Mushola. 

3. Layanan Surat Keterangan Terdaftar Rumah Ibadah. 

4. Layanan Surat Keterangan Terdaftar Lembaga Keagamaan (Organisasi 
Agama/Majelis Taklim). 

5. Layanan Surat Rekomendasi Rumah Ibadah. 

6. Layanan Surat Rekomendasi Lembaga Keagamaan (Organisasai 
Keagamaan/Majelis Taklim). 

7. Layanan Petugas  Do’a. 

8. Layanan Petugas Rohaniwan. 

 

9. BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ( Unit 
Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah) 

1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

2. Pembayaran Pajak Air Permukaan 

3. Pembayaran Pajak Alat Berat 

 

10. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM} 

1. E-Sertifikasi : 

 -  Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) 

 -  Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) 

 - Persetujuan Denah Industri Kosmetik 

 -  Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB) 

 

2. E-regristrasi untuk memperoleh NIE  : 

 -  Pangan Olahan 

 -  Kosmetik 

 - Obat Tradisional dan Suplemen 
Kesehatan 

 

11. BPJS KESEHATAN (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 

1. Pendaftaran Kepesertaan JKN-KIS 

2. Informasi Tentang Program Jaminan kesehatan Nasional-Kartu Indonesia 
Sehatan (JKN-KIS) 
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12. BPJS KETENAGAKERJAAN (BPJS JAMSOSTEK) 
1. Informasi Pendaftaran dan Persyaratan Klaim 

2. Akuisisi Kepesertaan Penerima Upah 

3.  Akuisisi Kepesertaan Bukan Penerima Upah 

4.  Akuisisi Kepesertaan Jasa Kontruksi 

5. Asistensi Jamsostek Mobile (JMO) dan Lapak Asim Online 

6. Layanan lainnya sesuai dengan standar BPJS Ketenagakerjaan 

 

13. BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. 

1. Pelayanan Pendataan dan Pendaftaran 11 (sebelas) Pajak Daerah 

2. Pelayanan Penetapan 11 (sebelas) Pajak Daerah 

3. Pelayanan Pembayaran 11 (sebelas) Pajak Daerah 

 

14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  

1. Layanan Pendaftaran Penduduk. 

- Kartu Keluarga 

- Pencetakan KTP EL 

- Perekaman KTP EL 

- Pencetakan KIA 

- Surat Pindah Datang 

- Identitas Kependudukan (IKD) 

2. Layanan Pencatatan Sipil 

- Akte Kelahiran 

- Akte Perkawinan 

- Akte Perceraian 

- Akte Kematian 

 

15. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK 1) 

2. Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan  (PP) 

3. Pelayanan Pendaftaran  Perjanjian Kerja Bersama(PKB) 

4. Pelayanan Pencatatan LKS Bipartit/SP/SB/PKWT 

5. Pelayanan Pengaduan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) 

6. Pelayanan Konsultasi Tentang Peraturan Ketenagakerjaan 

7. Pelayanan Konsultasi Tentang Peraturan Ketenagakerjaan  
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16. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

1. Pelayanan Sewa Alat Berat (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) 

2. Pelayanan Sewa Alat Uji Laboratorium Bahan Konstruksi. 

3. Pelayanan Mobil Toilet.   

 

17. DINAS KESEHATAN 

 Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) layanan perizinan. 

 

18. DINAS PERTANIAN 

Terdapat 6 (enam) layanan Nonperizinan. 

  

19. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT 

1. Pelayanan Pembayaran Rekening Air dan Non Air. 

2. Pendaftaran Sambungan Rumah {SR} Baru. 

3. Pelayanan Keluhan Pelanggan. 

 

20. KANTOR POS INDONESIA CABANG PANGKALAN BUN 

1. Layanan pengiriman surat dan paket pos. 

2. Layanan jasa keuangan. 

 

21. Sebanyak 8 (Delapan) Instansi/Unit Kerja Dalam Tahap Verifikasi Antara 
Lain Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Badan Narkotika Nasional (BNN) 
Kabupaten Kobar, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang 

(KPKNL) Dan Beberapa Perbankan ( BANK KALTENG, BSI, BRI, BNI, BANK 
MANDIRI, BANK BTN DAN BPR MARUNTING SEJAHTERA)  
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LAMPIRAN I 

 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Jalan Sutan Syahrir No. 2B Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112 

Telpon (0532) 28064 / Fax (0532) 23057 

Website : dpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmptspkobar @gmail.com 

 
 

BERITA ACARA  
FORUM KONSULTASI PUBLIK MELALUI DISKUSI GRUP TERFOKUS  

(FOCUSED GROUP DISCUSSION) URGENSINYA PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN 
PUBLIK (MPP) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  

 
NOMOR : 800/ 18 /DPMPTSP.B. 

  
 

 Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 
bertempat di Ballroom/Hallroom Hotel Brits Jalan A.Yani KM.2 Pangkalan Bun, telah 
dilaksanakan  Forum Konsultasi Publik Melalui Diskusi Grup Terfokus (Focused Group 
Discussion) Urgensinya Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin 
Barat  
 
Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) melalui Diskusi Grup Terfokus (Focused 
Group Discussion) Urgensinya Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten 
Kotawaringin Barat dipandu/difasilitasi langsung oleh Narasumber           Bapak TAUFIQ 
HIDAYANTO SETIAWAN, S.E., M.Pub.Admin(Pol) Analis Kebijakan Madya Asisten Deputi 
Standarisasi Pelayanan Publik Dan Pelayanan Inklusif Deputi Bidang Pelayanan Publik 
Kementerian Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 
 - 3 – 
 Berdasarkan hasil diskusi bersama dan dapat diambil keputusan bersama untuk 
mendukung Pembangunan dan Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten 
Kotawaringin Barat melalui kesepakatan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Instansi/Unit Kerja berkomitmen dan bersedia melakukan Layanan 
pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat. 
  
 Tindak lanjut Komitmen dan dukungan akan diwujudkan dalam bentuk Nota 
Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antar pihak 
terkait. 
 

Masyarakat dan stakeholder yang hadir, akan melakukan pemantauan dan 
mengawasi progres pembangunan dan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten 
Kotawaringin Barat serta jalannya Layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten 
Kotawaringin Barat sebagaimana yang telah disepakati bersama. 
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LAMPIRAN II 
 

 

 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN III 

 

 



LAMPIRAN SURAT 

Nomor : 500/ 156  /DPMPTSP.B. 

Tanggal : 13 Maret 2023. 

 

Daftar Undangan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) MPP 

 
I. Daftar Undangan Pembukaan Acara FKP. 

1.  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

2. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 

3. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun. 

4.  Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat. 

5.  Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Barat. 

6. Komandan KODIM 1014 PP Pangkalan Bun  

7. Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun 

8. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

9. Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

II. Daftar Undangan Peserta Kegiatan FKP. 

 A.  Instansi/ Unit Kerja. 

1.  Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 

2. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun. 

3.  Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat. 

4.  Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Barat. 

5. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

8. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan 
Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat. 

9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 
Kotawaringin Barat 

11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin 
Barat 

12. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 

14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 

15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat. 

16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat. 

17. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

18. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat. 

19. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat. 

20. Camat Arut Selatan. 
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21.  Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat. 

22.  Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang  (Badan Pertanahan 
Nasional)  Kabupaten Kotawaringin Barat. 

23. Kepala Kantor KPP Pratama Pangkalan Bun. 

24. Kepala Kantor UPTD Samsat Kotawaringin Barat. 

25. Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat. 

26. Kepala Kantor Imigrasi Sampit. 

27. Kepala Kantor Jasa Raharja Cabang Kotawaringin Barat. 

28. Kepala BPOM Kabupaten Kotawaringin Barat. 

29. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kotawaringin Barat.  

30. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sampit. 

31. Kepala PLN Cabang/Ranting Pangkalan Bun. 

32. Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Pangkalan Bun. 

33. Direktur PDAM Tirta Arut Pangkalan Bun. 

34. Pimpinan Cabang PT. Bank Kalteng 

35. Pimpinan Cabang PT. Bank BNI 46  

36. Pimpinan Cabang PT. Bank BRI  

37. Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri  

38. Pimpinan PD. BPR Marunting Sejahtera Kotawaringin Barat  

 

B. Unsur Stakeholders Layanan. 

 

1. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 

2. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Kab.Kotawaringin Barat  

3. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab.Kotawaringin Barat. 

4. Rektor Universitas Anta Kusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun. 

5. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin 
Barat 

6. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

7. Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kabupaten Kotawaringin Barat 

8. Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Kotawaringin Barat 

9. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kotawaringin Barat. 

10. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 

11. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Kotawaringin Barat. 

12. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

13. Ketua ORGANDA Kabupaten Kotawaringin Barat. 

14. Ketua Association  of The Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) 
Kotawaringin Barat. 

15. Pimpinan Surat Kabar Radar Sampit perwakilan Pangkalan Bun. 

16. Pimpinan SBTV Pangkalan Bun. 

17. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Yayorin Pangkalan Bun. 

18. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 
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